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ABSTRAK

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan
lembaga yang mengelola dana haji milik jamaah. Setoran
dana haji yang terhimpun kemudian dikelola pada investasi
yang produktif. Secara tidak langsung Badan Pengelola
Keuangan Haji menjalankan fungsi simpanan dan penyaluran
dana seperti lembaga keuangan. Hal ini menimbulkan
polemik mengapa dana haji yang dikelola oleh Badan
Pengelola Keuangan Haji tanpa pengawasan dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menjawab bagaimana pandangan siyasah
dustiriyyah terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan
Pengelola Keuangan Haji tanpa pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan dan, bagaimana maslazah memandang keberadaan
Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dana haiji.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka
(library research). Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun sifat penelitian
ini adalah deskriptif-analitik.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, berdasarkan
pandangan siyasah dustiriyah pengawasan dana haji yang
tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan ini benar. Karena
Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai aturan dalam
mengawasinya. |Akan ‘tetapi, 'dalam ' pengaturan undang-
undang  Dewan ' Perwakilan = Rakyat ~(DPR) tidak
mengikutsertakan’ Otoritas” Jasa 'Keuangan -tersebut tidak
dibenarkan:Realitas ketidakterlibatan Otoritas Jasa Keuangan
terhadap pengawasan pengelolaan dana haji oleh Badan
Pengelola Keuangan Haji adalah sebuah problem. Dalam
Islam hal-hal yang strategis harus diatur secara detail.
Dibentukknya aturan hukum yang ada di masyarakat
bertujuan demi kemaslahatan bersama berupa ketertiban,
keteraturan sosial. Oleh sebab itu, aturan terkait keberadaan
Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan dana haji yang
dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan memberikan
kemasalahatan. Karena masih banyak kelemahan-lemahan



pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
Maka dari itu perlunya perubahan dalam perundang-
undangan terkait pengelolaan dana haji yang melibatkan
Otoritas Jasa Keuangan . Hal ini bertujuan supaya tidak ada
penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan
demikian, usaha pemerintah tersebut merupakan perwujudan
dari maslazah dalam penyelenggara ibadah haji

Kata kunci: pengelolaan, dana haji, pengawasan, maslahah,
siyasah dustiriyah.
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MOTTO

oSl g g plie Laale 300 aSadil (ge Jsm ) pS2a )
) Chse )y (e sall
Sunggubh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaumu
sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami,
(dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan)
bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang

yang beriman.

(Qs. At-Taubah:128)

Risk more than other think is safe. Care more than other
think is wise. Dream more than other think is practical.

Expect more than other think is possible.

Ambil risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang
lain aman. Beri perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir
bijak. Bermimpilah dari apa yang orang lain pikir masuk
akal.

(Claude T. Bissel)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin
yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
] tidak ) )
‘ alif _ tidak dilambangkan
dilambangkan
<’ ba’ b Be
< ta’ t Te
es (dengan titik di
< sa’ S
atas)
d jim j Je
ha (dengan titik di
C ha h
bawah)
'd kha kh ka dan ha
> dal d De




zal

zet (dengan titik di

atas)
D) ra’ r Er
J zai z Zet
J* sin S Es
o syin sy es dan ye
es (dengan titik di
o sad S
bawah)
. de (dengan titik di
S dad d
bawah)
5 te (dengan titik di
ta’ t
bawah)
5 zet (dengan titik di
za’ z
bawah)
koma terbalik di
d ‘ain ‘
atas
¢ gain g Ge
< fa’ i Ef
S qaf q Qi




4 kaf k Ka
J lam | El
¢ mim m Em
o nun n En
2 wawu W We
» ha’ h Ha
& hamzah y Apostrof
& ya’ y Ye

1. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

s ditulis Sunnah
ile ditulis illah

I1l. Ta’ Marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h

sl ditulis al-Ma’idah

Xi



] ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti
zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

OTSRICIFR ditulis ~ Mugaranah al-mazahib

IV. Vokal Pendek

—— Kasrah ditulis I
/
—  Fathah ditulis A
) Dhammah ditulis U

V. Vokal Panjang
1. Fathah + ALif ditulis &
KL ditulis Istizsan
2. Fathah +ya’mati- * ditulis &
Ditulis Unsa

6’:5\

3. kasrah + ya’ mati ditulis 7

sl Ditulis al- ‘Alwani
4, Dhammah + wawu mati  ditulis

Xii



@l.o Ditulis Ulam

V1. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai

NS Ditulis Ghairihim

2. Fathah + wawu mati  ditulis au
Jss Ditulis Qaul
VIl. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof

(’:ﬁ Ditulis a’antum
ol Ditulis u'iddat
é sy Ditulis la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila'diikuti-huruf'Qamariyyah
Rl Ditulis al-Qur’an

L) Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,

serta menghilangkan huruf | (el) nya.
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L) Ditulis ar-Risalah
| Ditulis an-Nisa’

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

GRS ditulis Ahl al-Rayi

i al ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk dengan
agama Islam terbesar di dunia, yang mendapatkan kuota haji
terbanyak.  Peningkatan  kesejahteraan  memungkinkan
masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi, sosial dan
keagamaan secara lebih luas. Semakin meningkatnya
kesadaran masyarakat melaksanakan ibadah haji dan
terbatasnya kuota haji menyebabkan daftar tunggu (waiting
list) menjadi semakin lama. Salah satu aspek penting dan
krusial dalam = penyelenggara haji Indonesia adalah
pengelolaan dana haji.

Ibadah  haji merupakan kegiatan keagamaan yang
memerlukan kemampuan finansial dalam melaksanakanya.
Jumlah jamaah: haji-yang besar; dan; waiting list yang tinggi
menyebabkan “akumulasi dana haji sangat besar. Sebagai
gambaran, jika-besaran setoran awal haji Rp 25 juta/jamaah
dan jumlah jamaah haji 220 ribu orang/tahun, total dana haji
Rp 6,6 triliun/tahun. Sampai November 2013 dana setoran
awal haji Rp 58 triliun dan Dana Abadi Umat (DAU) Rp 2, 4



triliun. Tahun 2018 dana setoran awal haji diperkirakan Rp
3,1 triliun.*

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
jumlah pendaftar calon jamaah haji terus bertambah dari
tahun ke tahun. Pada Maret 2016, jumlah pendaftar calon
jamaah haji sudah mencapai 3 juta orang dan kuota jamaah
haji Indonesia sekitar 170.000 orang, masa tunggu
keberangkatan terlama hingga 37 tahun. Untuk menjamin
terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang ideal
dibentuklah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji.Selanjutnya untuk melaksanakan
ketentuan dalam undang-undang tersebut ditetapkan
Peraturan Pemerintah- Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara dan Bentuk Investasi, di mana peraturan tersebut
menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji dilaksanakan
berdasarkan asas atau prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat,
nirlaba, transparan, dan .akuntabel.  Sefain  itu, pengelolaan
keuangan haji juga dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Seluruh -asas—dan- prinsip tersebut ,dalam. pengelolaan

keuangan dana haji dilaksanakan oleh badan pelaksana dan

! Rahmat Hidayat, “Pengelolaan Dana Haji,” Republika, Jakarta
Timur, (Jum’at, 20 Juni 2014, him. 1-3



Dewan Pengawas selaku organ BPKH untuk kepentingan
jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam.?

Antrian pemberangkatan haji bergantung pada
pendaftaran yang dilakukan oleh calon jamaah haji melalui
setoran dana haji terdiri dari setoran awal, nilai manfaat, dan
dana abadi umat muslim yang ingin melakukan ibadah haji
diwajibkan melakukan penyetoran dana awal terlebih dahulu.
Seteroan awal tersebut ditunjukan kepada bank-bank syariah
yang menyediakan produk dana haji. Banyaknya calon
jamaah haji yang mendaftar haji dari tahun ke tahun,
sehingga mengakibatkan dana haji yang terkumpul semakin
banyak. Supaya dana tersebut tidak mengendap begitu saja,
pemerintah berupaya untuk mengelola keuangan haji agar
mengarah kepada hal-hal yang produktif. Oleh karena itu,
dibentuklah  Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)
sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan
keuangan haji.

Terbentuknya “Badan /Pengelola’ Keuangan Haji
(BPKH) ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 34
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan
merupakan lembaga yang bertugas dalam pengelolaan
keuangan haji. Adapun Badan Pengelola Keuangan Haji

bersifat mandiri, dan bertanggung jawab kepada Presiden

2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji.



melalui Menteri Agama. Menurut Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 Tentang Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk
investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan
kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan
efsiensi BPKH, juga untuk kemaslahatan umat Islam.?
Dilakukannya pengelolaan dana haji dalam bentuk
investasi ini  diharapkan memberikan, imbalan hasil
keuntungan yang signifkan misalnya dapat meningkatkan
pelayanan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Selain
itu, terdapat keuntungan berupa subsidi biaya perjalanan haji,
biaya pemondokan di tanah suci dan lain sebagainya. Terkait
dengan pengelolaan dana tersebut terdapat perjanjian kerja
sama antara Ditjen  Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggara Ibadah Haji tentang . penerimaan dan
pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji yang
menggunakan, akad wakalah. Akad, wakalah-ditanda tangani
setiap ‘calon jamaah haji ketika membayar setoran’‘awal Biaya
Penyelenggara-lbadah+Haji. Melalui jakad- wakalah, calon
jamaah haji selaku muwakkil memberikan kuasa kepada
Kementerian Agama selaku wakil untuk menerima dan

mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan

® Erry Fitrya Primadhany, “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan
dan/ atau Investasi Keuangan Haji,” Jurusdictie: Jurnal Hukum dan
Syariah, Vol. 8 No.2 (Tahun 2017), him. 129.



melalui Bank Penerima Setoran (BPS), BPKH sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dana haji merupakan dana titipan dari calon jamaah
haji yang ingin pergi menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi.
BPKH sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan
mengelola dana haji di mana dana haji pada tahun 2018 yang
dikelola BPKH tembus Rp 113 triliun dana haji tersebut
tidaklah sedikit.* Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di
mana OJK merupakan lembaga tertinggi di bawah Menteri
Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
pengawasi lembaga keuangan. Akan tetapi dana haji yang
terkumpul tersebut pengelolaanya tanpa adanya pengawasan
dari OJK.

Ada beberapa permasalahan yang timbul dari dana
haji yang dikelola oleh BPKH tanpa adanya pengawas dari
Otoritas Jasa Keuangan, yaitu bagaimana pandangan siyasah
dustiuriyah ~ terhadap pengawasan dana haji yang dikelola
olen Badan Pengelola ‘Keuangan .Haji tanpa pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan. Apakah tata cara pembentukan
perundang-undangan dalam Islam yang tidak melibatkkan

Otoritas Jasa Keungan itu dibenarkan. Lalu bagaimana Islam

*Https://M.Detik.Com/Finance/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-
4398383/Sepanjang2018Dana-Haji-Yang-Dikelola-Bpkh-Tembus-
Rp-113-T diakses Pada Tanggal 9 April 2019.
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mengatur hal-hal yang strategis dalam hal ini pengawasan
pengelolaan dana haji. Adapun tujuan pembentukan hukum
itu sendiri adalaha untuk menciptakan kemaslahatan.
Pengelolaan dana haji yang awalnya berada pada
Kementerian Agama lalu berpindah pengelolaan ke BPKH.
Selain itu, Apakah dana haji yang dikelola nanti bisa
menutup subsidi ketika penyelenggara ibadah haji. Karena
dana haji merupakan milik calon jamaah haji maka ketika
dikelola olen BPKH tidak menjadi kendala bagi calon jamaah
haji yang ingin melakukan ibadah haji. Permasalaha tersebut
dikaji menggunakan teori maslakah. Dimana dalam prinsip
dasar maslakah menekankan penjagaan terhadap harta
sebagaimana yang tertuang dalam prinsip magasid syari’ah,
sehingga pengelolaan dana haji dapat memberikan
kemaslahatan bagi calon jamaah haji dan umat Islam pada
umumnya. Dengan demikian menurut hukum Islam bahwa
kejadian-kejadian yang ada: di muka bumi- ini-pasti terdapat
manfaat dan madharat nya, dan terjadi begitu 'saja sesuai
dengan perputaran -global . yang tidak. lepas . dari campur
tangan Allah. Hal inilah yang menjadikan dasar untuk
melakukan penelitian dengan topik “Pengelolaan Dana Haji
Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Tanpa Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan (Prespektif Hukum Islam)” yang
menitik beratkan kepada peraturan tentang pengawasan

pengelolaan dana haji.



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

1.

Bagaimana pandangan siyasah dustiriyah terhadap
Otoritas Jasa Keuangan yang tidak melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh
Badan Pengelola Keuangan Haji?

Bagaimana maslakah ~memandang keberadaan
Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dana haji?

C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1.

Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan
siyasah dustiariyah terhadap Otoritas Jasa Keuangan
yang tidak melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan ; dana - haji. oleh . Badan Pengelola
Keuangan Haji.

WUntuk mendeskripsikan . bagaimana maslakah
memandang keberadaan Otoritas Jasa Keuangan

dalam mengawasi dana haji.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh

beberapa manfaat sebagai berikut:



1.

2.

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada khazanah keilmuan pengetahuan
dalam memahami khususnya mengenai aplikasi
pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola
Keuangan Haji tanpa pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan (Prespektif Hukum Islam)

Selain itu memberikan kontribusi keilmuan bagi
program Studi Magister Hukum Islam Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Serta memberikan kontribusi bagi para pelaku di
bidang pengawasan pengelolaan khususnya yang
berbasis dana haji.

Kegunaan Praktis
a. Bagi Peneliti
Sebagai persyaratan meraih gelar Magister
Hukum: {M.H). dan: sebagai khazanah keilmuan
yang dapat.memberikan manfaat pada kehidupan
sehari-hari dan masa-depan:
b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan
sumbangsih keilmuan kepada masyaraka, agar
dapat menambah pengetahuan tentang konsep

pengawasan pengelolaan dana haji oleh Badan



Pengelola Keuangan Haji tanpa pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan.
c. Prespektif Kebijakan

Penelitian ini akan memberikan umpan
balik dan redesain kebijakan bagi pemerintah dan
lembaga/organisasi yang menangani
penyelenggarakan dan pengelola keuangan haji.
Selain itu, diharapan akan adanya langkah-langka
perbaikan  yang lebih  signifikan  dalam
penyelenggara ibadah haji, sehingga jamaah haji
dapat secara tenang menunaikan ibadahnya

sesuai ketentuan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang dana haji bukanlah hal yang baru
lagi. Sudah ada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya
yang fokus penelitianya.adalah dana haji. Beberapa penelitian
yang sebelumnya adalah sebagai berikut:

Eka: Yuhendriy stesis, ydengansyjudul 4“Pengelolaan
Keuangan Haji: Studi Perbandingan di Negara Indonesia dan
Malaysia”.® Permasalahan utama dalam penelitian ini adalaha

badan pengelola keuangan haji (BPKH) dan tabungan haji

® Eka Yuhendri, “Pengelolaan Keuangan Haji: Studi
Perbandingan di Negara Indonesia dan Malaysia,” Tesis, Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
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(TH) selaku pengelola keuangan haji secara korporatif dan
nirlaba secara pendekatan binsis-investasi, apakah jenis akad
yang akan digunakan oleh kedua negara dengan calon jamaah
haji. Hal ini penting untuk dipahami karena dalam Islam
akad menepati posisi yang sentral dan jangan sampai antara
maksud dan tujuan calon jamaah haji berakad kepada
pengelola untuk mengurus keperluan ibadah haji, namun
praktiknya dipergunakan untuk berbisnis dan investasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif yang didasarkan pada komparatif
normatif. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan dan
menggali informasi mengenai sistem pengelolaan keuangan
haji di negara Indonesia dan Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan kontruksi akad haji pada
masing-masing negara berbeda di Indonesia menggunakan
akad wakalah, sedangkan Malaysia menggunakan akad
wadi’ah yad, dnamanah; [Kedua .akad- tersebut sah secara
syara "“Kkarena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun
masih dimungkinkan ada skema akad;yang lainnya misal
akad tidak bernama yang kemudian dinamai dengan “akad
haji” pada awal penyotoran atau pendaftaran calon jamaah
haji dan hal inilah yang mestinya harus ditelusuri lebih dalam
oleh pemerintah kedua negara secara konsisten. Selain itu,
implikasi kedua akad tersebut berlaku bagi kedua pihak,
karena akibat hukum akad yang melekat pada kedua pihak
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yang berakad maupun terhadap isi dari akad tersebut. Dalam
arti bagi calon jamaah haji haruslah memenuhi tata tertib
aturan dari pemerintah. Bagi pemerintah selaku pemangku
tanggung jawab dari jamaah memberikan binaan, fasilitas dan
jaminan keamanan. Begitu juga pengelolaan keuangan ada
konsekuensi syara’ yang mengisyaratkan untuk dikelola
dengan pendekatan bisnis serta investasi, mestinya transparan
dan kesyriahannya tetap terjaga.

Hasil dari perbandingan konsep dan mekanisme
pengelolaan keuangan haji, menurut saudara Eka Yuhendri,
Indonesia jauh lebih rumit ketimbang Malaysia. Namun,
dibalik kerumitan tersebut, dengan berbekal pengalaman dan
sistem yang dipersiapkan sedemikian rupa Indonesia lebih
siap untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai yang telah
disepakati. Begitu pula manajemen investasi yang baru hanya
sebatas pada empat instrumen keuangan Islam, dan akan
bertambah pada sektor lainnya

Landy “Trisna “Abdurrahman, tesis,( yang berjudul
“Pemanfaatan—Dana Haji 4di; Indenesia ~dalam Prespektif
Magasid  Asy-Syari’ah”® Permasalahan utama dalam
penelitian ini adalah tentang pemanfaatan dana haji untuk
pembangunan infrastruktur baik melalui investasi langsung

maupun penerbitan sukuk. Pembahasan wacana pemanfaatan

® Landy Trisna Abdurrahman, “Pemanfaatan Dana Haji di
Indonesia dalam Prespektif Maqasid Asy-Syari’ah” Tesis, Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
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dana haji di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur
sekala nasional tidak cukup hanya sebatas pembahasan
normatif yuridis. Mengingat sumber utama pemasukan dana
haji adalah dana setoran awal biaya penyelenggara ibadah
haji (BPIH) yang pada dasarnya adalah dana titipan jamaah
haji untuk melaksanakan sebuah ibadah, dan juga dana abadi
umat yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu
penelitian dilakukan dengan menelaah semua Undang-
Undang dan regulasi yang terkait dengan objek penelitian.
Dalam hal ini terdapat Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan peraturan
lainnya yang mendukung pemanfaatan dana haji.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan
dana haji di Indonesia yang selama ini telah dilakukan belum
memenuhi smagasid : asy-syari;’ah. ; Penerapan pendekatan
magqasid asy-syari’as dengan teori The Evolution of Magasid
mendapatkan -hasil-—tujuan-tujuan dalam proses pengelolaan
keuangan haji di Indonesia. Jangkaun teori The Evolution of
Magasid ~ dalam pengelolaan keuangan haji, meliputi
magqasid universal, magasid khusus, dan magasid persial.
Magasid universal dalam pengelolaan keuangan haji adalah
perlindungan terhadap harta (hifz mal). Sedangkan magasid

khusus dalam pembahasan ini adalah terwujudnya penjagaan
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terhadap nilai nominal biaya penyelenggara ibadah haji
(BPIH) yang telah disetorkan melalui bank penerima setoran.
Adapun magqasid persialnya adalah menggerakkan seluruh
potensi keuangan dalam pemanfaatan dana haji. Selain itu,
wacana atas pemanfaatan dana haji untuk investasi
infrastrutur tidak menyalahi atau melanggar magasid asy-
syari’ah dalam pengelolaan keuangan haji. Pemanfaatan dana
haji untuk investasi infrastruktur nasional masih dalam
koridor untuk mewujudkan magasid persial dalam
pengelolaan keuangan haji berupa menggerakkan seluruh
potensi keuangan dalam pemanfaatan dana haji.

Muhamad Arief Rahman, skripsi, yang berjudul
“Proses Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji:
Sebuah Kajian Kebijakan Publik”.” Permasalahan dalam
penelitian ini adalah seiring dengan perkembangan zaman
penyelenggara ibadah haji semakin profesional. Pembatasan
jamaah haji;yang lebih dikenal dengan pembagian kuota haji
diterapkan pada /'tahun 1996 dengan ' dukungan sistem
komputerisasi-haji- terpadu. (SISKOHAT) untuk mencegah
terjadinya over quota seperti yang terjadi pada tahun 1995
dan sempat menimbulkan keresahan dan kegelisahan di

masyarakat, khusus calon jamaah haji yang telah terdaftar

" Muhamad Arief Rahman, ‘“Proses Pembentukan Badan

Pengelolaan Keuangan Haji: Sebuah Kajian Kebijakan Publik”, Skripsi,
Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakulats Dakwah dan Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
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pada tahun tersebut namun tidak bisa berangkat. Mulai 2005
penetapan porsi provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan
Organisasi Konferensi Islam (OKI) yaitu 1 orang per mil dari
jumlah penduduk yang beragama Islam dari masing-masing
provinsi, kecuali untuk jamaah haji khusus diberikan porsi
tersendiri.

Penyelenggara haji Pasca-Orde Baru menjadi tanggung
jawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari,
secara struktural dan teknis fungsional dilaksanakan oleh
Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji
(BIPH) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 165 Tahun 2000. Dalam perkembangan terakhir
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor
63 Tahun 2005, Ditjen BPIH direstrukturisasi menjadi dua
unit kerja eselon 1, yaitu Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam
(Bimas Istam)dan -Ditjen ;Penyelenggara. Haji dan Umrah
(PHU).. Dengan demikian, operasional haji pada tahun 2007
adalah awal pelaksanaan teknis PPIH dan Pembinaan Umrah
berada dibawah Ditjen PHU. Seiring berkembangnya zaman,
perbaikan demi perbaikan terus di bangun oleh Direktorat
Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah dengan berusaha
membentuk Badan Pengelolaan Dana Haji (BPKH) untuk
mengoptimalkan kualitas pengelolaan dan pengembangan

dana haji.
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Penelitian ini  menggunalan metode kualitatif
mengacu pada apa, bagaimana, kapan, dan dimana dari suatu
hal yang fokus pada esensinya. Hasil penelitian ini berupa
isu otentik pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji
yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan
pengembangan dana haji yang selama ini dianggap oleh
beberapa pihak belum optimal, walaupun sudah efisien dan
afektif, akan tetapi secara teoritis, pembentukan badan
pengelolaan keuangan haji sudah memenuhi tahap-tahap
pembentukan kebijakan publik yang ideal dengan catatan-
catatan khusus yang telah di tulis oleh peneliti tersebut.

Proses perumusan agenda pembentukan BPKH
berawal dari evaluasi analisis dan kritik yang dilontarkan
oleh berbagai pihak seperti Soleh Patreonan Daulay sebagai
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ramadhan Harisman sebagai
Direktur Pengelola Dana Haji, Anggito Abimayu sebagai
mantan Direktur Jendral Penyelenggara Haji. dan Umrah,
tengku- Zulkarnain sebagal: Wakil Sekjen Majlis Ulama
Indonesia, - dan. beberapa pengamat haji--Indonesia. Dari
fenomena tersebut maka pembentukan BPKH dianggap
sebagai keniscayaan dan pembentukkanya dimasukkan ke
dalam agenda publik.

Mohammmad Yahdi, skripsi, dengan judul “Tinjauan

Hukum Islam  Terhadap Pengelolaan dan Biaya
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Penyelenggaraan Ibadah Haji”.® Permasalah dalam penelitian
Mohammad Yahdi tersubut adalah besarnya biaya
penyelenggara ibadah haji (BPIH) yang telah ditetapkan oleh
Presiden atas usul Menteri yang setelah mendapatkan
persetujuan DPR RI. Mekanisme penyetoran BPIH ke
rekening atas nama Kementerian Agama melalui bank
penerima setoran biaya penyelenggara ibadah haji (BPS
BPIH) diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji.

BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama
tersebut, dikelola langsung oleh Menteri Agama dengan
mempertimbangkan nilai manfaat, menjamin keamanan,
akuntabilitas, efektivitas, dan efesiensi. Menteri Agama
dalam hal ini sebagai regulator, eksekutor dan penggawas.
Konsekuensinya segala tanggung jawab dalam pengelolaan
dana haji berada penuh di bawah Kementerian Agama
sehingga ‘menimbulkan. kerawanan.. \Pengelolaan dana haji
selalu ‘menjadi sorotan masyarakat. Karena jumlah dana yang
terkumpul cukup besar. Nilai. aset. haji meningkat dari 55
triliun di tahun 2012 menjadi 67, 9 triliun di tahun 2013. Hal
ini dikarenakan adanya peningkatan nilai aset setoran haji

yang ditanamkan dalam investasi jangka panjang melalui

® Mohammmad Yahdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pengelolaan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,” Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2018.
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instrumen sukuk dan produk perbankan (deposito). Aset
tersebut meningkat tahun 2015, dana BPIH mencapai angka
83 triliun. Calon jamaah haji dan masyarakat pada umumnya
menuntut untuk mengetahui bagaimana dana tersebut
diterima, dikembangkan, dan digunakan, baik untuk biaya
oprasional haji di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Selain
itu, apakah dana haji tersebut telah sesuai dengan hukum
Islam atau belum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian
secara normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti
berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum
Islam, bersumber dari al-Qur’an, hadis, dan kaidah hukum
Islam serta dari buku-buku peraturan perundang-undang yang
relevan dengan masalah tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk
menunaikan ibadah haji muslim Indonesia harus membayar
uang setoran.awal sejumlah-Rp.:25:000.000 melalui BPIH
serta harus melunasinya ketika waktu keberangkatan. Selain
itu, pengembangan-dana BRIH yang dilakukan melalui Surat
Berharga Syariah Nasional (SBSN) dipandang telah sesuai
dengan hukum Islam. Metode pembiayaan dalam SBSN
mengikuti akad yang digunakan dalam transaksi syariah
sebagaimana yang telah tercantum dalam Fatwa Majelis
Ulama Indonesia No. 69/DSN-MUI/V1/2008. Pengembangan
dana BPIH juga dilakukan dalam bentuk Surat Utang Negara
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(SUN). Akan tetapi penerbitan SUN didasarkan pada
perjanjian utang piutang yang berbasis pada sistem bunga dan
tercatat sampai tahun 2014 bunga tersebut mencapai 93.800
USD. Sehingga pengembangan BPIH melalui SUN dinilai
bertentangan dengan prinsip syariah maka hal tersebut
termasuk haram.

Halimah Ratu Randang Lasri, skripsi, dengan judul
“Pandangan Tokoh Muhamadiyyah Terhadap Penggunaan
Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi di Kantor
PDM Kota Malang)”.® Permasalah dalam penelitian ini
adalah terkait pengelolaan dana haji pada Pasal 3 UU Nomor
34 Tahun 2014 menyatakan pengelolaan keuangan haji
diamanatkan ~ untuk  tujuan _meningkatkan  kualitas
penyelenggara ibadah haji; rasionalitas dan efesiensi
penggunaan BPIH; dan manfaat bagi kemaslahatan umat
Islam. Sekain itu, dalam transaksi antara calon jamaah haji
dan Kementerian Agama menggunakan akad wakalah. Akad
wakalah dalam arti bahasa adalah penyerahan, pendelegasian,
atau pemberian. mandat. Sehingga, uang para calon jamaah
haji tersebut merupakan titipan pada pemerintah yang hak

kepemilikannya masih pada calon jamaah haji. Sehingga

® Halimah Ratu Randang Lasri, "Pandangan Tokoh

Muhamadiyyah Terhadap Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan
Infrastruktur (Studi di Kantor PDM Kota Malang), Skripsi, Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
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apakah boleh dana haji digunakan untuk pembangunan
infrastruktur ataukah sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis, yakni dengan turun ke lapangan, mewawancarai
tokoh Muhammadiyah kemudian menganalisa berdasarkan
undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang
diangkat serta menggunakan pendekatan kasus (case
approach) yakni menelaah kasus sesuai dengan isu hukum
yang dihadapi. Isu hukum dalm penelitian tersebut adalah
incompletly law yakni adanya peraturan yang mengatur
masalah tersebut perlu dianalisa secara vaqum of norm terkait
tinjauan hukum Islam yang perlu digiyaskan dengan
permasalahan yang lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh
Muhamadiyyah memiliki dua pendapat yaitu setuju dan
kurang setuju. Pendapat pertama, setuju dari segi rezim
kelembagaan ;jika dana, haji-digunakan untuk. infrastruktur,
karena-dari sisi hukum.syar’i hukum memanfaatkan sesuatu
yang tidak bermanfaat menjadi. manfaat;baik adanya. Namun
pendapat kedua, dari sisi rezim, tidak setuju, karena rezim
sekarang yang notabene non muslim tidak berpihak terhadap
umat Islam, dikhawatirkan akan memberi dampak buruk bagi
umat muslim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2014 Pasal 2, bahwa pengelolaan dana haji salah satunya

harus memiliki nilai manfaat, artinya pengelolaan dana haji
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harus memberikan nilai manfaat bagi jamaah dan
kemaslahatan umat. Serta dalam Pasal 3 yakni tujuan
pengelolaan dana haji dengan tegas dan kelas menyatakan
tujuan pengelolaan dana haji adalah bermanfaat bagi
kemaslahatan untuk umat Islam bukan umat lain. Sedangkan
jika dilihat dari hukum Islam sendiri, berdasarkan figh
mahzab Hanafiyah sepakat bahwa menimbun harta
hukumnya haram, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
dalam hukum Islam dan undang-undang memperbolehkan
dana haji digunakan untuk infrastruktur karena memberikan
nilai manfaat.

Nur lkhsan Kurniawan, skripsi, dengan judul
“Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji
untuk Pembangunan Infrastruktur (dalam Tinjauan Hukum
Islam”.” Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang
pemerintah tengah melirik dana haji untuk dipinjam dan
digunakan: - sebagai- ; modal—~ keberlanjutan - pembangunan
infrastruktur. “Karena berdasarkan progres pembangunan
infrastruktur telah selesai 13% pada tahun-2017. Target 30
proyek selesai dari total 225 yang ditargetkan pada tahun
2019. Pemangkasan anggaran subsidi dan digantikan dengan

alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur menjadi

' Nur Ikhsan Kurniawan, “ Pandangan Stakeholder Terkait
Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (dalam
Tinjauan Hukum Islam).” Skripsi, Fakultas Hukum dan Bisnis Islam, UIN
Alauddin Makassar, 2018.
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salah satu langkah keseriusan pemerintah guna meningkatkan
kualitas infrastruktur mendatang. Hal tersebut diharapkan
dapat berimbas pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi
yang lebih baik. Pemerintah beranggapan bahwa instrumen
investasi untuk proyek infrastruktur bisa memberikan
keuntungan jika dijalankan dengan prinsip kehati-hatian
(prudent) serta mengikuti peraturan perundang-undang yang
berlaku. Keuntungan dari investasi tersebut dapat dipakai
untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih
terjangkau oleh masyarakat. Namun langkah yang dilakukan
olen pemerintah mengalami reaksi pro dan kontra terkait
kebijakan pemerintah tersebut, adapun pihak yang tidak
setuju dengan langkah yang akan dilakukan pemerintah
tersebut dengan alasan akan merugikan umat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
normatif yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada
hukum Istam;, -baik -yang hersumber: dari-al-Qur’an, hadis,
kaidah=kaidah figh  maupun pendapat ulama. Selain itu juga
menggunakan-— pendekatan, deskriktif, yaitu, data yang
dikumpulkan pada pendekatan ini berupa kata-kata, gambar,
dan bukan berupa angka-angka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan
penyebab penggunaan dana haji dialokasikan untuk
pembangunan infrastruktur yakni untuk menghindari

penumpukan dana haji yang berpotensi untuk menopang
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pembangunan infrastrutur. Disamping itu, pendayahgunaan
dana haji dinilai dapat memberikan manfaat dan keuntungan
lebih banyak dari investasi tersebut sebab memberikan nilai
yang lebih besar serta menguntungkan masyarakat.
Selanjutnya ditinjau dari segi ekonomi Islam, pengunaan
dana haji terhadap pembangunan infrastruktur adalah sebagai
pemberi manfaat dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat
tercapai kemaslahatan bersama.

Mohamad Wildan Abda’u, skripsi, dengan judul,
“Pemanfaatan Dana Haji untuk Investasi (Tinjauan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji dan Perspektif Maslakah Mursalah)”.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah munculnya
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji, nilai manfaat keuangan haji diperoleh dari
hasil pengembangan keuangan haji, nilai manfaat dari
keuangan -haji tersebut ditempatkan; pada kas haji. Kas haji
adalahrekening Badan Pengelolaan Keuangan/ Haji pada
bank umum_-syariah+ dan dilihat dari-—hal ini negara
bertanggung jawab mengelola dana haji yang sesuai dengan
undang-undang yang telah ditetapkan untuk menjaga dana

umat Islam tersebut agar bisa dipergunakan untuk ibadah

1 Mohamad Wildan Abda’u, “Pemanfaatan Dana Haji untuk
Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji dalam Perspektif Maslahah Mursalah),”
Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2018.
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haji. Berdasarkan hal tersebut bagaimana kedudukan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji, dalam hal ini dana haji digunakan sesuai
dengan kemanfaatan yang berkelanjutan yang mengacu pada
undang-undang tersebut. Sehingga hakikat dan kedudukan
dari dana haji tersebut jelas bagi jamaah haji.

Penelitian ini  menggunakan pendekatan yuridis
normatif, karena penelitiannya menganalisa tentang Undang
Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Keuangan Dana Haji. Hasil
dari penelitian tersebut yaitu pemanfaatan dana haji untuk
investasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 harus sangat menjaga dana yang diinvestasikan.
Pengelolaan: harus mendapat persetujuan dewan pengawas
penepatan dan/atau investasi keuangan haji dipindahkan dari
kas haji ke kas BPKH, serta BPKH bertanggung jawab
terhadap keuangan yang dikelola dan apabila jamaah haji
membatalkan, -keberangkatan- jmaka: ; wajib pengembalian
setoran.. Selain itu jika dilihat dari perspektif maslakah
mursalah, dalam pengelolaan danas haji yaitu [kemaslahatan
dari menginvestasikan dana haji tersebut kembali kepada
jamaah haji berupa subsidi pengurangan biaya haji dan
tentunya pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari
investasi, dari keuntungan tersebut dapat digunakan ke sektor

yang lain.



24

Sulasi Rongiyati, artikel yang berjudul “Prespektif
Yuridis Pengelolaan Haji untuk Investasi Infrastruktur”.'
Permasalahan dalam penelitian ini adalah gagasan Presiden
Joko Widodo dalam sambutan pelantikan dewan pengawas
dan anggota BPKH menemukakan agar dana haji dapat
dikelola dan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur,
dengan menempatkan dana tersebut ditempat aman dari risiko
tetapi memiliki keuntungan yang besar.

Penempatan dana haji untuk infrastruktur ini
mengalami pro dan kontra. Dukungan terhadap dana haji
digunakan untuk investasi infrastruktur dikemukakan oleh
Anggito Abimayu yang menyatakan bahwa kesiapan BPKH
menjalankan intruksi- Presiden untuk melakukan investasi
dana haji untuk infrastruktur dan melakukan pemetaan terkait
investasi yang akan dilakukan. Sedangkan pandangan yang
berbeda dari ketua VIII DPR RI, Ali Taher menyatakan
bahwa sesuai- UU ; Nemor 34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji tidak boleh dimanfaatkan untuk
pembangunan-infrastruktur yang .tidak -berkaitan dengan
kepentingan calon jamaah haji. Jika pemerintah ingin
menggunakan dana haji di luar kepentingan umat Islam dan
jamaah haji, maka UU Nomor 34 Tahun 2014 sebagai dasar
hukum pengelolaan dana haji perlu direvisi.

12 Sulasi Rongiyati, “Prespektif Yuridis Pengelolaan Haji Untuk
Investasi Infrastruktur,” Majalah Info Singkat Hukum, No.15. Vol.1.1X,
(Agustus 2017), him. 1.
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Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif
dengan mengkaji UU No.34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji. Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 dan
ljtima Ulama Komisi Fatwa MUI membuka peluang
pengelolaan dana haji untuk ditempatkan sebagai dana
investasi langsung dan investasi lain di luar produk
perbankan, surat berharga, dan emas dengan persyaratan
harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian,
jelas menghasilkan nilai manfaat, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pelaksanaan penempatan dana haji untuk
investasi infrastruktur masih perlu didukung dasar hukum
yang tegas dan berkepastian hukum dalam bentuk peraturan
pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam oleh Pasal 48
ayat (3) UU No. 34 Tahun 2014. Selain itu, penelitian saudari
Sulasi Rongiyati juga;memberikan.rekomendasi-rekomendasi
untuk ‘pemerintah 'supaya belajar dari negara Malaysia yang
dinilai  sukses -dalam . mengelola . dana. haji dan
menempatkannya investasi yang produktif.

Erry Fitrya Primadhany, artikel ilmiah yang berjudul
“Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelolaan
Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan
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dan/atau Investasi Keuangan Haji”.** Permasalahan dalam
penelitian ini adalah terkait pengelolaan dan haji terdapat
perjanjian kerja sama antara Dirjen Penyelenggara Haji dan
Umrah Kementerian Agama, dan bank penerima setoran
BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH yang
menggunakan akad wakalah.

Akad wakalah ditandatangani setiap calon jamaah haji
ketika membayar setoran awal BPIH. Melalui akad wakalah,
calon jamaah haji sebagai muwakkil memberikan kuasa
kepada menteri agama selaku wakil untuk menerima dan
mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan
melalui bank penerima setoran (BPS) BPIH sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang  berlaku. Pengelolaan
keuangan haji harus sesuai syariat dan undang-undang oleh
karena itu harus ada kejelasan terkait bentuk penggunaan
keuangan. Keuangan yang dikelola oleh BPKH sejatinya
“utang” yang; rharus . dibayar . dan; benar-benar harus
diperhitungkan. dengan cermat. Sehingga tanggung jawab
BPKH adalahhal-yang sangat- penting untuk diperhatikan

agar terhindar dari hal-hal yang merugikan kedepanya.

3 Erry Fitrya Primadhany, “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan
dan/ atau Investasi Keuangan Haji, “Fakultas Syari’ah lain Palangka
Raya, Jurnal, Jurisdictie, Vol. 8 No.2, 2017.
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Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undang (statutue approach) dan pendekatan
konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa
BPKH wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan
akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan
sengaja. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability)
adalah terkait dengan kesalahan BPKH yang tidak
memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam
mengelola keuangan dengan baik dan benar. Sedangkan
untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability),
BPKH yang terdiri dari anggota badan pelaksana dan anggota
dewan pengawas harus terbukti telah melakukan pengelolaan
keuangan yang dapat merugikan calon jamaah haji.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh
beberapa peneliti di jatas jisu yang; banyak dibahas adalah
mengenai pengelolaan dana haji serta hubungan antara BPKH
selaku lembaga. terkait. pengelolaan dana -haji.di Indonesia.
Namun peneliti akan membahas tentang pengelolaan dana
haji oleh BPKH tanpa pengawasan OJK yang menggunakan
teori siyasah dustiariyah dan maslahah sebagai pisau analisis.
Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library
research) menggali data dengan menelaah sumber data dari

buku, jurnal dan lain sebagainya dalam rangka untuk
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memperoleh data tentang permasalahan pengelolaan dana
haji yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji
tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (prespektif hukum
Islam). Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas
tentang pengelolaan dana haji untuk infrastruktrur, investasi
serta hanya perbandingan pengelolaan dana haji antara

Indonesia-Malaysia.

F. Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik dalam penelitian ini berfungsi
sebagai pisau analisis peneliti dalam menganalisis data-data
penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian
antara lain: Teori siyasah dustiriyyah dan maslaszah
a. Pengertian Siyasah Dustiriyyah
Siyasah dusturiyyah adalah hal yang mengatur
hububngan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah
dengan: rakyatnya serta: kelembagaan yang-ada di dalam
masyarakat.. Sedangkan: menurut. pulungan siyasah
dustiiriyyah-adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang
diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam
mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah
dustiriyyah  menyangkut hal-hal yang mendasar dari
suatu negara. Yaitu keharmonisan atau keseimbangan

dalam suatu negara. Bidang sivasah dustiriyyah
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mencakup tata kehidupan yang cukup luas dan kompleks.*
Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran surat Yunus

ayat 14 sebagai berikut:
BOgkant S b omda e (2T 3 Gatls (Silas &

Abu A’la Al-Maududi memberikan definisi bahwa
“ dustir” adalah suatu dokumen yang semua memuat
prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan
suatu negara. Dengan demikian siyasah dustiariyyah
adalah suatu cabang ilmu fikih yang membahas tentang
pengaturan  perundang-undangan yang oleh ihwal
kenegaraan dari persuaian dengan prinsip-prinsip agama
dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta
memenuhi  kebutuhanya.”® Sebagaimana firma Allah

sebagai berikut:
o B (S gy 2T Gl (S (Al 50
583 ls Uil g i ) 100 KON U S5k

17

=

1 Budi Harianto, Sistem Ketatanegaraan Saudi Arabia dalam

Konteks Pergantian Kekuasaan Prespektif Siyasah Dustariyyah, Skripsi,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, him. 7.

> QS. Yunus: 14.
" H. A. Djajuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat

dalam Rambu-Rambu Syariah (Bandung: Prenada Media Group, 2003),
him. 1

7Qs. Al-An’am : 165
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Perubahan telah banyak yang disebabkan oleh
lemajuan yang pesat dari ilmu teknologi sesuai dengan
kaidah “fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat,
keadaan, dan adat istiadatserta niat”.

b. Pengertian Maslakah

Secara etimologis, arti maslakah dapat berarti
kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan,
keselarasan. Kata al-maslaszah dilawankan dengan kata al-
mafsadah yang artinya kerusakan. Sedangkan secara
terminologis, beberapa ulama memiliki beragam pendapat
mengenai maslakah, diantaranya adalah imam al-Ghazali
mengatakan bahwa makna maslakah adalah sesuatu
pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak
mudarat. Untuk mengetahui maslahah dari sesuatu, tidak
dapat diketahui hanya dengan akal manusia, melainkan
juga harus dengan bantuan syara’.*

Menurut asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat
Fi Usul Fi Usul Al-Syari’ah mengatakan:®

8 Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” Dialog: Jurnal
Salam, Vol. 1(Februari 2014).

9 Akbar Sarif, dan Rizwan Ahmad, “Konsep Maslahah dan
Mafsadah Menurut Imam al-Chazali, Jurnal Tsagafah,Vol.13.No.2,
November 2017, him.357.

% Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan
Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah™, Jurnal Assets
Volume . 2 Nomor. 2 Tahun 2012, him. 177.
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Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan,
bahwa menurut asy-Syatibi, Allah SWT menurunkan
syariat adalah sebuah kemaslahatan bagi umat manusia.
Berkaitan dengan hal tersebut, ia menjelaskan bahwa
semua hukum yang diturunkan oleh Allah SWT memiliki
tujuan, karena tidak mungkin sebuah syariat tidak
memiliki tujuan. Apabila syariat tidak memiliki tujuan
maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak
dapat dilaksanakan

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk
menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadah)
sesuatu vyang dilakukan dan menjadi tujuan pokok
pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadikan
kebutuhan dasar " bagi' ' kehidupan™ ‘'manusia. Tuntutan
kebutuhan' manusia itu ‘bertingkat-tingkat, ‘menurut asy-
Syatibi ‘ada 3 'kategori ‘kebutuhan itu yaitu: daririyyah
(kebutuhan primer), hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan
taksiniyyah (kebutuhan tersier).
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan
peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang
dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.
Calid Narbuko memberikan pengertian motode penelitian
adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran
seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari,
mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun
laporan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian,
pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan

data, dan teknik analisis data.”

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka
(library  research). Pada penelitian ini  penulis
menggunakan referensi-referensi data maupun sumber
data dari. bahan-bahan, berupa, buku, jurnal, dan semua
literatur kepustakaan yang berhubungan dengan objek
penelitian—yakni tentang Pengelolaan.-Dana Haji oleh
Badan Pengelola Keuangan Haji tanpa Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (Prespektif Hukum Islam).

#! Chalid Narbuko, dan Abu Ahmad, Metode Penelitian (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2003), him. 1.

2 pedoman Penulisan Tesis, Program Studi Magister Hukum
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2018, him. 4.
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Dengan metode tersebut penulis dapat menyusun
penelitian pustaka guna mengumpulkan data agar
menemukan suatu aturan yang berkaitan dengan
pengawasan pengelolaan dana haji.
2. Sifat Penelitian

Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analitik.
Deskriptif yang berarti menggambarkan dengan cara
mempelajari masalah-masalah dalam mayarakat, serta
tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan,
kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses yang sedang
berlangsung dan  pengaruh-pengaruh  dari  suatu
fenomena. Sedangkan analitik adalah jalan yang dipakai
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan
mendapatkan perincian terhadap objek yang diteliti.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif »yaitu: untuk menggali ;dan -mengkaji peraturan
perundang-undang. = sebagai dasar/ berpijak dalam
meneliti. -Pendekatan yuridis :normatif dalam hal ini
dilakukan dengan melihat objek hukum yang
menyangkut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
4. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek

dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah
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satu yang sangat vital dalam penelitian. Sumber data
dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber
data sekunder, dan sumber data tersier.
a. Sumber Data Primer
1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Haji.
3) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017
Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.
4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011tentang
Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan.
b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang dapat digunakan
adalah “informasi yang diperoleh dari buku-buku,
dokumen tertulis, artikel serta.desertasi, tesis dan
skripsi. Dalam hal ini penulis menggunakan buku
yang berkaitan dengan dana haji serta buku-buku
yang lainnya berkaitan dengan pembahasan untuk

mendukung dalam penelitian.?

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul
Pres, 1986), him. 12.
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5. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan
data dengan cara menelusuri, menelaah, dan mengkaji
bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan
dengan objek penelitian tentang pengawasan pengelolaan
dana haji.
6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
data kualitatif. Di mana literature yang relevan dengan
objek kajian terkumpul, dan data-data yanh dibutuhkan
telah diperoleh, maka akan dimulai mengklarifikasi
secara sistematis dan logis, sehingga data-data yang
bersifat umum tersebut, dapat disimpulkan menjadi data-
data yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan- tesis .ini. -dibagi. menjadi: tima bab yang
terbagi- dalam  beberapa sub bab, adapun ‘sistematikannya
adalah sebagai herikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri:
pertama, latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena
yang terjadi, munculnya gejala dan masalah yang timbul.
Kedua, rumusan masalah yang menegaskan secara ekplisit
pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang

masalah yaitu, mengapa pengelolaan dana haji oleh Badan
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Pengelola Keuangan Haji tanpa pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan (prespektif hukum Islam), bagaimana maslakah
memandang keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam
mengawasi dana haji. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian
yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh
dari penelitian yang dilakukan. Keempat, telaah pustaka
merupakan penelusuran terhadap literatur yang telah ada
sebelumnya beserta kaitannya dengan objek penelitian.
Kelima, kerangka teoritik yang digunakan dalam
memecahkan masalah dalam penelitian ini menggunakan
teori siyasah dustiriyyah dan maslakzah. Keenam, metode
penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan
penenlitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis
data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang
dilakukan untuk sistematisasi penyusunan.

Bab kedua, memaparkan teori terkait pisau analisis
yang digunakan; dalam. penelitian ini; vyaitu teori siyasah
dustiuriyah dan_maslakah, memaparkan ‘pengertian siyasah
dustariyah, ruang tingkup «siyasah. dustiriyah, —pengertian
maslakah, kaidah-kaidah maslazah, keberadaan maslaZzah
sebagai metode istimbat hukum, kehujjahan maslakah, dan
pendapat para ulama terhadap metode maslakah.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang identifikasi dan
pemaparan data pada penelitian. Data yang disuguhkan

diawali dengan Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia
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secara peraturan perundang-undang, yaitu Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya data tentang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan.

Bab keempat, bab ini berisi analisis data melalui teori-
teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Pada bab
empat ini, dibagi menjadi 2 sub bab-bab besar dalam
pembahasan: pertama, Analisis Tentang  Otoritas Jasa
Keuangan yang tidak Melakukan Tugas Pengawasan. Kedua,
Analisis Magslasah Terhadap Keberadaan Otoritas Jasa
Keuangan dalam Mengawasi Dana Haji

Bab kelima, merupakan bab terakhir, yaitu penutupan
yang berisi kesimpulan-kesimpulan pembahasan dari awal
hingga akhir. kemudian ; dilanjutkan. -dengan - sarana-sarana
yang terkait dengan tema penelitian ini, serta keterbatasan
dari penelitian-yang dilakukan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka
kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Beradasrkan  pandangan  siyasah  dustiriyah
pengawasan dana haji yang tidak diawasi Otoritas
Jasa Keuangan ini benar. Karena Otoritas Jasa
Keuangan tidak  mempunyai aturan  untuk
mengawasinya. Akan tetapi dalam pengaturan
undang-undang DPR tidak mengikutsertakan Otoritas
Jasa Keuangan dalam pembuatan undang-undang itu
tidak dibenarkan. Realitas ketidakterlibatan Otoritas
Jasa Keuangan terhadap pengawasan pengelolaan
dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji
adalah sebuah problem. Karena dana haji milik umat
yang jumlah dana tersebut semakin besar. Dalam
Islam hal-hal yang strategis harus diatur secara detail,
termasuk dalam pengelolaan dana haji harus ada
aturan terkait keterlibatan pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan.

2. Dibentukknya aturan hukum yang ada di masyarakat
bertujuan demi kemaslahatan bersama. Oleh sebab

itu, aturan terkait keberadaan Otoritas Jasa Keuangan
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dalam pengawasan dana haji yang dikelola oleh
Badan Pengelola Keuangan Haji memberikan
kemasalahatan. Karena masih banyak kelemahan-
lemahan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola
Keuangan. Maka dari itu perlunya perubahan dalam
perundang-undangan terkait pengelolaan dana haji
yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini
bertujuan supaya tidak ada penyimpngana atau
penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, usaha
pemerintah tersebut merupakan perwujudan dari

masla/zah dalam penyelenggara ibadah haji.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas , maka disarankan
bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih
lanjut dikarenakan masih banyak persoalan tentang
pengelolaan dana haji. yangbisa menjadi- masukan bagi
pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana haji yang
lebih baik ke depanya. Selain itu, pemerintah juga harus
berhati-hati dalam mengelola dana haji ini karena dana
haji ini milik umat yang dititipkan kepada pemerintah

untuk mengelolaanya.
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LAMPIRAN AI-QURAN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal | Nomor | Ayat al- Terjemahan Ayat
footnot | Quran,
e dan Hadis
24 |15 QS. Yunus | Kemudian, Kami jadikan
(10): 14 kamu sebagai pengganti-
pengganti (mereka) di bumi
setelah mereka untuk Kami
lihat bagaimana kamu berbuat.
25 |16 QS. Al- Dan Dialah yang menjadikan
An’am (6): | kamu Khalifah-khalifah di
165 bumi dan Dia mengangkat
(derajat) sebagian kamu di atas
yang lain, untuk mengujimu
atas (karunia) yang diberikan-
Nya kepadamu. Sesungguhnya
Tuhanmu sangat cepat
memberi hukuman, dan
sungguh Dia Maha
Pengampun, Maha Penyayang.
40 |11 QS.Az- Sebab itu sampaikanlah kabar
Zumar gembira itu kepada hamba-
(39): 17-18

hamba (yaitu) mereka yang
mendengarkan perkataan lalu

mengikuti apa yang paling




baik di antaranya.

40 |12 QS.Az- Dan ikutilah sebaik-baik apa
Zumar yang telah diturunkan
(39): 55 kepadamu (al-Quran) dari
Tuhanmu.
40 |13 Kaidah Menolak kemudharatan lebih
fighiyah utama daripada meraih
kemaslahatan
41 |13 Kaidah Menolak mafsadah
fighiyah didahulukan daripada meraih
kemaslahat
41 |14 Kaidah tidak mudharat dan tidak
fighiyah memudharatkan
49 | 25 QS. Al- Dan kami telah mengutus
Anbiya’ engkau (Muhammad)
(21):107 melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi seluruh alam.
49 |26 QS. Al- Allah menghendaki
Bagarah: / | kemudahan bagimu dan tidak
(2) 185 menghendaki kesukaran
bagimu.
84 |1 QS. An- Sesungguhnya, Allah
Nisa (4): menyuruhmu menyampaikan
58 amanat kepada yang berhak

menerimanya, dan apabila




kamu menetapkan hukum di
antara manusia hendaknya
kamu menetapkan dengan adil.
Sungguh, Allah sebaik-baik
yang memberi pengaharan
kepadamu. Sungguh, Allah
Maha Mendengar Lagi Maha
Melihat.

85

QS. Al-
Ahzab (36):
sv

Dan Allah maha mengawasi

segala sesuatu.
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